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ABSTRAK -

Bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai
kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan
perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi, untuk mewujudkan
pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta
Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian,
pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa, ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan
Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan
pemberdayaan bagi koperasi, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun
2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, perlu
menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan
berkembang dengan baik, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan
Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaran Koperasi Desa Merah
Putih.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021



CATATAN

tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6619), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor
137).

Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Mengenai ketentuan umum, diatur mengenai
Kewenangan Pemerintah Daerah, diatur mengenai pemberdayaan koperasi,
diatur mengenai Satuan Tugas, diatur mengenai pelindungan koperasi, diatur
mengenai pemantauan, evaluasi dan pelaporan, diatur mengenai pembinaan
dan pengawasan, diatur pendanaan, dan diatur mengenai ketentuan penutup.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juni 2025.
Penjelasan: 14 halaman.



